BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Bali disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Realisasi pendapatan daerah selama lima tahun terakhir mangalami pertumbuhan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,47%. Perkembangan dan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2008-2012 seperti disajikan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2008  s/d Tahun 2012

Provinsi Bali

	No.
	Uraian
	2008

(Rpx1.000.000)
	2009

(Rpx1.000.000)
	2010

(Rpx1.000.000)
	2011

(Rpx1.000.000)
	2012**)

(Rpx1.000.000)
	Rata-rata Pertumbuhan (%)

	1
	PENDAPATAN
	1.667.389
	1.905.128
	2.237.707
	2.662.219
	3.599.063
	21,47

	1.1.
	Pendapatan Asli  Daerah
	1.055.500
	1.163.795
	1.393.730
	1.723.807
	2.042.091
	18.03

	1.1.1.
	Pajak daerah
	945.973
	1.027.715
	1.221.182
	1.494.728
	1.813.341
	17.79

	1.1.2.
	Retribusi daerah
	19.002
	21.117
	20.940
	33.541
	50.545
	30.29

	1.1.3.
	Hasil pengelolaan keuangan daerah  yang dipisahkan
	-
	52.273
	54.725
	67.015
	76.314
	13.67

	1.1.4.
	Lain-lain PAD yang sah
	-
	43.299
	56.034
	58.004
	47.815
	5.12

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Dana Perimbangan
	576.551
	636.609
	660.310
	705.288
	908.371
	12.43

	1.2.1.
	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
	-
	87.127
	131.405
	124.113
	124.113
	15.09

	1.2.2.
	Dana alokasi umum
	-
	471.063
	489.943
	560.674
	694.079
	14.07

	1.2.3.
	Dana alokasi khusus
	-
	36.108
	11.135
	21.221
	34.026
	27.25

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
	35.338
	104.724
	183.666
	233.124
	648.601
	119.2

	1.3.1
	Hibah
	-
	-
	-
	3.538
	29.781
	-

	1.3.2
	Dana darurat
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.3
	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.4
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.5
	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
	-
	750
	82.452
	83.062
	108.708
	42.49


	 Sumber: DISPENDA PROVINSI BALI DAN BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI ( Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008-2012 )


Sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Secara keseluruhan target (rencana) dan realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Realisasi Pendapatan Daerah selalu berada di atas target selama lima tahun terakhir, yakni tahun 2008 sebesar 120,08 persen dari target, tahun 2010 sebesar 115,43 persen, dan tahun 2012 sebesar 105,91 persen, seperti terlihat pada Tabel 3.2.
	Tabel 3.2

	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

	Pada APBD Provinsi Bali Tahun 2008 – 2012

	NO
	TAHUN ANGGARAN
	RENCANA
	REALISASI
	( % )
	                  BERTAMBAH (BERKURANG)


	
	
	
	
	
	

	1
	2008
	1.388.534.527.780,00
	1.667.388.444.290,84
	120,08
	        278.853.916.510,84 

	2
	2009
	1.661.108.445.333,00
	1.905.128.257.667,54
	114,69
	        244.019.812.334,54 

	3
	2010
	1.938.657.385.866,00
	2.237.707.339.297,23
	115,43
	        299.049.953.431,23 

	4
	2011
	2.395.242.073.778,00
	2.662.219.521.356,14
	111,15
	        266.977.447.578,14 

	5
	2012
	3.398.346.627.815,00
	3.599.063.285.206,04
	105,91
	        200.716.657.391,04 
	

	Sumber: DISPENDA PROVINSI BALI DAN BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI ( Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008-2012 )



Berikut diuraikan target dan realisasi unsur-unsur pendapatan daerah dari tahun 2008-2012.
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pada APBD Provinsi Bali Tahun 2008 – 2012
	NO
	TAHUN ANGGARAN
	RENCANA
	REALISASI
	( % )
	BERTAMBAH (BERKURANG)

	
	
	
	
	
	

	1
	2008
	810.040.569.780,00
	1.055.500.057.955,84
	130,30
	245.459.488.175,84

	2
	2009
	977.410.245.034,00
	1.163.795.305.571,54
	119,07
	186.385.060.537,54

	3
	2010
	1.087.579.246.515,00
	1.393.730.257.045,34
	128,15
	306.151.010.530,34

	4
	2011
	1.468.455.751.121,00
	1.723.807.095.831,05
	117,39
	255.351.344.710,05

	5
	2012
	1.864.569.729.037,53
	2.042.091.095.774,66
	109,52
	177.521.366.737,13


Sumber: DISPENDA PROVINSI BALI DAN BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI ( Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008-2012 )
Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa realisasi PAD selalu berada di atas target yang ditetapkan selama lima tahun terakhir yaitu 2008-2012, dengan angka capaian pada tahun 2008 sebesar 130,30 persen dari target, tahun 2010 sebesar 128,15 persen dan tahun 2012 sebesar 109,52 persen.
2. Dana Perimbangan

	Tabel 3.4

	Target dan Realisasi Dana Perimbangan

	Pada APBD Provinsi Bali Tahun 2008-2012

	NO
	TAHUN ANGGARAN
	RENCANA
	REALISASI
	( % )
	BERTAMBAH (BERKURANG)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=(4)-(3)

	2
	2008
	556.948.660.000,00
	576.550.871.373,00
	103,52
	19.602.211.373,00

	3
	2009
	594.297.761.000,00
	636.608.487.596,00
	107,12
	42.310.726.596,00

	4
	2010
	657.044.368.435,00
	660.310.593.410,00
	100,50
	3.266.224.975,00

	5
	2011
	706.007.313,758,00
	705.288.133.040,00
	99,90
	(719.180.718,00)

	6
	2012
	852.217.764.758,00
	908.371.147.269,00
	106,59
	56.153.382.511,00
	

	   Sumber: DISPENDA PROVINSI BALI DAN BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI ( Laporan Realisasi Anggaran Tahun

    2008-2012 )

	


Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa realisasi Dana Perimbangan yang diperoleh Daerah Provinsi Bali pada tahun 2008-2012 melebihi target yang direncanakan. Pada tahun 2008 sebesar 103,52 persen dari target yang ditetapkan, tahun 2010 sebesar 100,50 persen, kecuali pada tahun 2011 yakni angka capaian sedikit lebih rendah dari target yaitu sebesar 99,90 persen, sedangkan tahun 2012 kembali di atas target yakni sebesar 106,59 persen.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

	Tabel 3.5

	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

	Pada APBD Provinsi Bali Tahun 2008 – 2012

	NO
	TAHUN ANGGARAN
	RENCANA
	REALISASI
	( % )
	BERTAMBAH (BERKURANG)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=(4)-(3)

	2
	2008
	21.545.298.000,00
	35.337.514.962,00
	164,01
	13.792.216.962,00

	3
	2009
	89.400.439.299,00
	104.724.464.500,00
	117,14
	15.324.025.201,00

	4
	2010
	194.033.770.916,00
	183.666.488.841,89
	94,66
	(10.367.282.074,11)

	5
	2011
	220.779.008.899,00
	233.124.292.485,09
	105,59
	12.345.283.586,09

	6
	2012
	681.559.134.019,47
	648.601.042.162,38
	95,16
	(32.958.091.857,09)
	

	      Sumber: DISPENDA PROVINSI BALI DAN BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI ( Laporan Realisasi Anggaran 
       Tahun 2008-2012 )


Dari Tabel 3.5 realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2008, 2009 dan 2011 berada diatas target yang ditetapkan, masing-masing 164,01 persen, 117,14 persen dan 105,59 persen, namun tahun 2010 dan tahun 2012 realisasi cenderung berada dibawah target, masing-masing 94,66 persen dan 95,16 persen. Meskipun demikian dilihat dari pertumbuhan realisasi pendapatan cenderung meningkat.
Dalam komposisi pendapatan asli daerah ada dua sumber pendapatan yang menonjol yaitu pajak dan retribusi daerah yang dijelaskan berikut ini.
	Tabel 3.6

	Target dan Realisasi Pajak Daerah

	Pada APBD Provinsi Bali Tahun 2008 – 2012

	NO
	TAHUN ANGGARAN
	RENCANA
	REALISASI
	( % )
	BERTAMBAH (BERKURANG)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=(4)-(3)

	2
	2008
	698.875.446.730,00
	945.973.962.330,00
	135,36
	247.098.515.600,00

	3
	2009
	863.700.786.646,00
	1.027.714.551.105,00
	118,99
	164.013.764.459,00

	4
	2010
	952.589.428.822,00
	1.221.182.092.212,00
	128,20
	268.592.663.390,00

	5
	2011
	1.338.025.972.100,00
	1.494.728.073.875,00
	111,71
	156.702.101.775,00

	6
	2012
	1.692.123.674.330,70
	1.813.341.218.696,90
	107,16
	121.217.544.366,20


a. Pajak Daerah 

Sumber: DISPENDA PROVINSI BALI DAN BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI ( Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008-2012 )
Pada Tabel 3.6 terlihat bahwa realisasi pajak daerah meningkat setiap tahun. Selama kurun waktu tahun 2008-2012 realisasi penerimaan pajak daerah rata-rata diatas target yang ditetapkan. Tahun 2008 sebesar 135,36 persen dari target, tahun 2010 sebesar 128,20 persen, dan tahun 2012 sebesar 107,16 persen.
b. Retribusi Daerah 

Realisasi penerimaan dari retribusi daerah selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dan lebih besar dari target yang ditetapkan, tahun 2008 sebesar 135,06 persen dari target, kecuali tahun 2010 dimana realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 86,42 persen,sedangkan tahun 2012 kembali berada di atas target, yaitu sebesar 104,61 persen (Tabel 3.7).

	                                                  Tabel 3.7

	                                Target dan Realisasi Retribusi Daerah

	                            Pada APBD Provinsi Bali Tahun 2008 – 2012

	NO
	TAHUN ANGGARAN
	RENCANA
	REALISASI
	( % )
	BERTAMBAH (BERKURANG)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=(4)-(3)

	2
	2008
	14.068.948.050,00
	19.002.048.873,31
	135,06
	4.933.100.823,31

	3
	2009
	18.137.553.625,00
	21.117.015.229,29
	116,43
	2.979.461.604,29

	4
	2010
	24.230.839.086,00
	20.940.232.464,23
	86,42
	(3.290.606.621,77)

	5
	2011
	31.123.368.108,00
	33.541.287.584,18
	107,77
	2.417.919.476,18

	6
	2012
	48.317.692.061,00
	50.545.902.585,27
	104,61
	2.228.210.524,27

	Sumber: DISPENDA PROVINSI BALI DAN BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI BALI ( Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2008-2012 )


4. Neraca Daerah
Pertumbuhan aset pemerintah daerah sebesar 12,45% termasuk dalam katagori cukup baik. Pertumbuhan aset tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan aset lancar yang cukup signifikan, yaitu 17,55% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset lancar yang paling menonjol terjadi pada peningkatan piutang lain-lain sebesar 92,83%. Secara total, aset lancar pemerintah daerah yang meningkat hampir 18% menandakan bahwa likuiditas pemerintah daerah meningkat, ketersediaan kas dan setara kas jangka pendek cukup aman dan tidak overliquid.

Pertumbuhan aset tetap memberikan informasi mengenai adanya peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah daerah. Pertumbuhan aset tetap sebesar 12,32% dimana pertumbuhan terbesar adalah pada pos gedung dan bangunan yang mencapai 26,68% disusul pos jalan, irigasi, dan jaringan yang tumbuh sebesar 22,77%.


Sementara investasi jangka panjang tumbuh cukup tinggi yang mencpai 15,56% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan investasi jangka panjang tersebut didorong satu-satunya oleh meningkatnya investasi permanen sebesar 17,24%.

Rasio likuiditas, khususnya rasio lancar (current ratio) realisasinya turun dari 8 : 1 menjadi 5 : 1, tetapi nilainya masih cukup aman, karena nilainya lebih besar dari angka rasio yang aman atau wajar, yaitu 2 : 1. Rasio solvabilitas dianggap aman, walaupun turun dari 42 : 1 menjadi 26 : 1, karena masih diatas standar minimal, yaitu 1 : 1. Hal ini menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah Bali secara keuangan cukup likuid dan solvabel. Untuk lebih jelasnya kondisi Neraca Daerah Provindi Bali dapat dilihat pada Tabel 3.8. 
Tabel 3.8
Neraca Daerah Provinsi Bali
per 31 Desember 2012 dan 2013
	URAIAN
	2012
	2013
	Pertumbuhan          (3-2)
	% Pertumbuhan

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	ASET
	
	
	
	

	ASET LANCAR
	993.314.617.141
	1.167.635.247.009
	174.320.629.869
	17,55

	Kas
	857.895.638.528
	1.039.711.587.781
	181.815.949.253
	21,19

	Piutang
	43.786.627.814
	53.425.748.303
	9.639.120.489
	22,01

	Piutang Lain-lain
	42.195.961.475
	81.367.279.296
	39.171.317.821
	92,83

	Penyisihan Piutang
	(13.537.635.784)
	(24.258.061.373)
	(10.720.425.588)
	79,19

	Persediaan
	62.974.025.108
	17.388.693.002
	(45.585.332.106)
	(72,39)

	INVESTASI JANGKA PANJANG
	765.753.557.639
	884.873.319.436
	119.119.761.797
	15,56

	Investasi Non Permanen
	74.722.302.840
	74.722.302.840
	0
	0,00

	Investasi Permanen
	691.031.254.798
	810.151.016.595
	119.119.761.797
	17,24

	ASET TETAP
	3.272.309.502.364
	3.675.416.342.858
	403.106.840.494
	12,32

	Tanah
	1.211.602.493.692
	1.273.124.889.897
	61.522.396.205
	5,08

	Peralatan dan Mesin
	466.751.433.697
	439.589.472.651
	(27.161.961.046)
	(5,82)

	Gedung dan Bangunan
	432.254.489.127
	556.246.297.450
	123.991.808.323
	28,68

	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	1.113.747.154.394
	1.367.307.719.004
	253.560.564.610
	22,77

	Aset Tetap Lainnya
	15.575.322.523
	16.685.427.316
	1.110.104.793
	7,13

	Konstruksi dalam Pengerjaan
	32.378.608.931
	22.729.392.540
	(9.649.216.391)
	(29,80)

	DANA CADANGAN
	41.490.344.600
	0
	(41.490.344.600)
	(100,00)

	Dana Cadangan
	41.490.344.600
	0
	(41.490.344.600)
	(100,00)

	ASET LAINNYA
	339.447.616.996
	358.269.248.545
	18.821.631.549
	5,54

	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
	300.808.800.000
	300.808.800.000
	0
	0,00

	Aset Lain-lain
	38.638.816.996
	57.460.448.545
	18.821.631.549
	48,71

	JUMLAH ASET
	5.412.315.638.739
	6.086.194.157.848
	673.878.519.109
	12,45

	KEWAJIBAN
	
	
	
	

	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
	129.654.112.861
	229.163.490.849
	99.509.377.989
	76,75

	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	155.431.624
	0
	(155.431.624)
	(100,00)

	Utang Jangka Pendek Lainnya
	129.498.681.237
	229.163.490.849
	99.664.809.613
	76,96

	JUMLAH KEWAJIBAN
	129.654.112.861
	229.163.490.849
	99.509.377.989
	76,75

	EKUITAS DANA
	
	
	
	

	EKUITAS DANA LANCAR
	863.660.504.280
	938.471.756.160
	74.811.251.880
	8,66

	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
	857.712.229.087
	1.039.709.936.847
	181.997.707.760
	21,22

	Cadangan untuk Piutang
	72.444.953.505
	110.534.966.226
	38.090.012.722
	52,58

	Cadangan untuk Persediaan
	62.974.025.108
	17.388.693.002
	(45.585.332.106)
	(72,39)

	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
	(129.498.681.237)
	(229.163.490.849)
	(99.664.809.613)
	76,96

	Pendapatan yang Ditangguhkan
	27.977.818
	1.650.934
	(26.326.884)
	(94,10)

	EKUITAS DANA INVESTASI
	4.377.510.476.998
	4.918.558.910.839
	541.048.433.840
	12,36

	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
	765.753.557.639
	884.873.319.436
	119.119.761.797
	15,56

	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
	3.272.309.302.364
	3.675.416.342.858
	403.107.040.494
	12,32

	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)
	339.447.616.996
	358.269.248.545
	18.821.631.549
	5,54

	EKUITAS DANA CADANGAN
	41.490.344.600
	0
	(41.490.344.600)
	(100,00)

	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
	41.490.344.600
	0
	(41.490.344.600)
	(100,00)

	JUMLAH EKUITAS DANA
	5.282.661.325.878
	5.857.030.666.998
	574.369.341.120
	10,87

	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
	5.412.315.438.739
	6.086.194.157.848
	673.878.719.109
	12,45


Sumber: Biro Aset Provinsi Bali, 2013

5. Permasalahan dan Solusi

Walaupun Pendapatan Asli Daerah atau Pajak Daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, namun masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendapatan daerah yaitu: 

a. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan terhadap pendapatan daerah.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaataan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan perlu ditingkatkan.
c. Sarana dan prasarana pendukung terutama untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan perlu ditingkatkan.
Solusi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

a. Mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
b. Menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi.
c. Mengoptimalkan pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk pendanaan pembangunan daerah.
d. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat.
e. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem informasi manajemen pajak daerah

f. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
g. Melaksanakan evaluasi dan pemutahiran data secara berkesinambungan.
h. Mengoptimalkan pendapatan dari piutang pajak daerah.
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dan disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Bali, demikian juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip dasar pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan secara terukur, disamping untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas alokasi dana serta adanya transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2008-2012, berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Provinsi Bali Tahun 2008-2013, maka alokasi anggaran belanja daerah diarahkan untuk mengatasi masalah pembangunan yang bersifat mendasar meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan dan bidang infrastruktur dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.  
Disamping itu penyusunan belanja daerah juga diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungí Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam Kebijakan Umum Anggaran sebelumnya, telah ditetapkan prioritas pembangunan adalah: penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, pertanian dan ketahanan pangan, industri kecil, pariwisata, investasi, UMKM dan koperasi, ketentraman dan ketertiban, pengamanan terpadu berstandar internasional, reformasi birokrasi dan tata kelola.

Pada tahun 2010 penggunaan belanja untuk aparatur sekitar 25,44% dari total belanja daerah dan selalu mengalami penurunan hingga tahun 2012 hanya sebesar 17,88%. Kecenderungan ini sangat positif yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara berlanjut diarahkan untuk belanja publik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Bali terhadap total pengeluaran seperti tampak pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Bali

	No
	Uraian
	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Belanja Pegawai)

(Rp)
	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) 
(Rp)
	Persentase

	
	
	(a)
	(b)
	(a) / (b) x 100%

	1
	Tahun anggaran 2010
	629.383.883.825
	2.474.056.543.062
	25,44%

	2
	Tahun anggaran 2011
	724.314.582.542
	3.087.304.154.577
	23,46%

	3
	Tahun anggaran 2012*
	748.577.314.462
	4.185.658.268.327
	17,88%


             Sumber: Bappeda Prov. Bali
1. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tak langsung. Berikut disajikan total belanja daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Tabel 3.10 menunjukkan bahwa total belanja daerah selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, namun realisasi cenderung lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan.
	Tabel 3.10 

	Target dan Realisasi Belanja Daerah

	Pada APBD Provinsi Bali Tahun 2008 – 2012

	
	
	
	
	
	

	NO
	TAHUN ANGGARAN
	RENCANA
	REALISASI
	( % )
	BERTAMBAH (BERKURANG)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=(4)-(3)

	2
	2008
	1.663.141.617.072,37
	1.465.983.087.307,15
	88,15
	(197.158.529.765,22)

	3
	2009
	2.011.270.070.398,00
	1.810.946.336.948,00
	90,04
	(200.323.733.450,00)

	4
	2010
	2.386.056.543.062,02
	1.985.850.056.877,87
	83,23
	(400.202.486.184,15)

	5
	2011
	2.973.589.154.577,38
	2.537.727.689.643,27
	85,34
	(435.861.464.934,11)

	6
	2012
	4.102.658.268.327,25
	3.562.732.996.631,79
	86,84
	(533.925.271.695,46)
	

	Keterangan: Tahun 2012 data sementara


	
	


Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja; dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya  memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: pelayanan umum; ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial. 

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja menurut kelompok belanja, terdiri atas:  
1. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga; dan

2. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Guna mendukung Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelumnya, maka alokasi anggaran untuk belanja langsung diarahkan pada program dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan penduduk miskin, pengangguran dan pemberdayaan masyarakat, menjamin ketahanan pangan, pelestarian dan pengembangan budaya, peningkatan pengelolaan insfrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tabel 3.11
Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah Provinsi Bali 
	No
	Uraian
	Tahun 2009
	Tahun 2010
	Tahun 2011
	Tahun 2012

	2
	BELANJA DAERAH
	2.011.270.070.398,00
	2.386.056.543.062,02
	2.973.589.154.577,38
	4.102.658.268.327,25

	2.1
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	1.373.059.108.055,00
	1.719.183.774.824,02
	2.095.464.521.132,38
	2.657.192.078.938,90

	2.1.1
	Belanja Pegawai
	478.001.110.680,00
	603.481.404.825,14
	692.347.946.067,40
	701.628.471.112,02

	2.1.2
	Belanja Bunga
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	Belanja Subsidi
	4.569.507.875,00
	4.480.000.000,00
	4.000.000.000,00
	4.000.000.000,00

	2.1.4
	Belanja Hibah
	17.294.000.000,00
	250.946.854.032,00
	272.293.540.918,93
	833.390.103.879,00

	2.1.5
	Belanja Bantuan Sosial
	325.809.039.000,00
	322.089.950.000,00
	367.197.925.000,00
	26.557.500.000,00

	2.1.6
	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa
	465.386.885.000,00
	499.046.899.466,88
	697.399.806.587,50
	861.802.177.047,74

	2.1.7
	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi / Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol.
	72.298.565.500,00
	24.623.870.000,00
	35.373.208.000,00
	195.144.961.000

	2.1.8
	Belanja Tidak terduga
	10.000.000.000,00
	14.514.796.500,00
	26.852.094.558,55
	34.668.865.900,14

	2.2
	BELANJA  LANGSUNG
	638.210.962.343,00
	666.872.768.238,00
	878.124.633.445,00
	1.445.466.189.388,35

	2.2.1
	Belanja Pegawai
	45.895.842.614,00
	25.902.479.000,00
	31.966.636.475,00
	46.948.843.350,00

	2.2.2
	Belanja Barang Dan Jasa
	341.548.854.904,00
	326.306.741.162,00
	594.682.883.691,63
	901.091.057.447,35

	2.2.3
	Belanja Modal
	250.766.264.825,00
	314.563.548.076,00
	251.475.113.278,37
	497.423.288.691,00


   Sumber : APBD Provinsi Bali (Biro Keuangan)
Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa belanja pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total belanja daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk belanja gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pada dasarnya perencanaan anggaran belanja daerah, diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak, berdasarkan standar analisa belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja. Oleh karena itu alokasi anggaran belanja daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kondisi APBD Provinsi Bali tahun 2009 – tahun 2012 untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah disajikan dalam Tabel 3.11.
2.   Defisit Riil Anggaran 

  Dalam penggunaan anggaran belanja daerah Provinsi Bali dari tahun 2010 s/d tahun 2012, defisit anggaran yang terjadi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Penutupan defisit anggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Struktur APBD yang berbasis kinerja, memungkinkan terdapat SiLPA pada akhir tahun anggaran dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan penerimaan tahun anggaran berikutnya, seperti disajikan pada Tabel di bawah ini.
Tabel 3.12
Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali

	No
	Uraian
	2010

(Rp)
	2011

(Rp)
	2012**)

(Rp)

	1.
	Realisasi Pendapatan Daerah
	2.237.707.339.297
	2.662.219.521.356
	3.599.063.285.206

	
	Dikurangi realisasi:
	
	
	

	2.
	Belanja Daerah
	2.386.056.543.062
	2.973.589.154.577
	4.102.658.268.327

	3.
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	88.000.000.000
	114.715.000.000
	83.000.000.000

	
	Defisit riil
	-236.349.203.765
	-425.084.633.221
	-586.594.983.121


 Ket: Sumber Bappeda Bali
      **) Diisi sesuai dengan ketersediaan data
Tabel 3.13
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali

	No.
	Uraian
	Proporsi dari total defisit riil

	
	
	2010

(%)
	2011

(%)
	2012**)

(%)

	1.
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
	100%
	100%
	100%

	2.
	Pencairan Dana Cadangan
	-
	-
	-

	3.
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
	-
	-
	-

	4.
	Penerimaan Pinjaman Daerah
	-
	-
	-

	5.
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
	-
	-
	-

	6.
	Penerimaan Piutang Daerah
	-
	-
	-


      Ket: Sumber Bappeda Bali
             **) Diisi sesuai dengan ketersediaan data
Tabel 3.14
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Bali

	No.
	Uraian
	2010
	2011
	2012**)


	
	
	Rp
	% dari SiLPA
	Rp
	% dari SiLPA
	Rp
	% dari SiLPA

	1.
	Jumlah SiLPA
	535.399.157.196
	
	704.385.153.399
	
	702.838.912.512
	

	2.
	Pelampauan penerimaan PAD
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Pelampauan penerimaan dana perimbangan
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Kegiatan lanjutan
	-
	-
	-
	-
	-
	-


       Ket: Sumber Bappeda Bali
       **) Diisi sesuai dengan ketersediaan data
3.  Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2008-2012 masih dijumpai permasalahan seperti diuraikan dibawah ini. 
1. Kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Tidak tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang direncanakan karena dalam pelaksanaan belanja daerah pada setiap program dan kegiatan mengedepankan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis namun secara fisik program, kegiatan telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Hanya saja ada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena kegagalan dalam proses lelang;
2. Belum optimalnya supremasi dan penegakan hukum di bidang pendapatan, tetapi baru dilaksanakan sebatas pembinaan dan belum sampai pada pengenaan sanksi.
b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditempuh beberapa langkah meliputi:
1. 
Pelaksanaan Bimtek dan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi serta mengadakan sarana dan prasarana secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tersebut sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

2. 
Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang pendapatan.
3. 
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya.
4. 
Mengadakan penagihan tunggakan pajak.
5. 
Mengusulkan untuk online dengan BPD Bali.
6. 
Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana dan prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran.
3.3. Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan kapasitas riil keuangan daerah adalah merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.

b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.

c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.

d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.

e. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Alokasi sumber-sumber penerimaan yang diperuntukan untuk pengeluaran wajib, mengikat dan untuk prioritas utama lainnya di Provinsi Bali disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Provinsi Bali

	No
	Uraian
	Tahun 2012

(Rpx1.000.000)
	Rata-rata Pertumbuhan

(%)

	A
	Belanja Tidak Langsung
	2.657.192
	27,07

	1
	Belanja Gaji dan Tunjangan
	701.629
	14,10

	2
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
	-
	-

	3
	Belanja Bunga
	-
	-

	4
	Belanja bagi hasil
	861.802
	23,51

	5
	Belanja Subsidi 
	4.000
	-4,22

	6
	Belanja Hibah
	833.390
	71,97

	7
	Belanja Bantuan Sosial
	26.558
	-26,63

	8
	Belanja Bantuan Keuangan
	195.145
	143,13

	9
	Belanja Tak Terduga
	34.669
	53,08

	B
	Belanja Langsung
	1.445.466
	33,59

	1
	Belanja pegawai /honorarium PNS.
	46.949
	8,90

	2
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
	-
	-

	3
	Belanja Barang dan Jasa
	901.091
	43,10

	4
	Belanja Modal
	497.423
	34,39

	C
	Pembiayaan Pengeluaran
	83.000
	-

	1
	Pembentukan Dana Cadangan
	-
	-

	2
	Penyertaan Modal (investasi) Daerah
	83.000
	-

	3
	Pembayaran pokok utang
	-
	-

	4
	Pemberian Pinjaman Daerah
	-
	-

	5
	Penguatan Modal Daerah
	-
	-

	
	TOTAL (A+B+C) 
	4.185.658
	


Ket:  Bappeda Bali

   **) Diisi sesuai denganketersediaan data
Sedangkan kapasitas riil keuangan Provinsi Bali tahun 2014 – 2018 disajikan pada  Tabel 3.16 di bawah ini.
	Tabel 3.16
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Bali

	No.
	Uraian
	Tahun Proyeksi

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	 
	 
	(Rp x juta)
	(Rp x juta)
	(Rp x juta)
	(Rp x juta)
	(Rp x juta)

	1
	PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI
	4.213.215,51
	4.694.405,84
	5.271.819,43
	5.971.240,80
	6.830.529,79

	 
	a. Pendapatan Asli Daerah
	2.330.712,52
	2.634.164,36
	3.002.084,26
	3.454.205,11
	4.017.449,15

	 
	b. Dana Perimbangan
	986.780,01
	1.062.218,19
	1.148.954,67
	1.247.559,30
	1.360.920,76

	 
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
	895.722,98
	998.023,29
	1.120.780,51
	1.269.476,39
	1.452.159,88

	2
	BELANJA PEMERINTAH PROVINSI
	4.569.869,55
	5.107.519,67
	5.710.335,12
	6.339.700,70
	7.033.692,86

	 
	a. Belanja Tidak Langsung
	2.630.369,08


	2.018.169,81
	1.702.696,55
	2.014.757,90
	2.796.064,49

	 
	b. Belanja Langsung
	      1.939.500,47

	       3.089.349,86 


	      4.007.638,57

	       4.324.942,80

	        4.237.628,37


	3
	SURPLUS/DEFISIT ( 1 - 2)
	-356.654,04
	-413.113,83
	-438.515,69
	-368.459,90
	-203.163,07

	4
	PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI (a-b)
	356.654,04
	413.113,83
	438.515,69
	368.459,90
	203.163,07

	 
	a. Penerimaan
	375.356,61
	441.999,27
	483.626,97
	497.721,62
	556.652,22

	 
	b. Pengeluaran Pembiayaan
	18.702,57
	28.885,43
	45.111,28
	129.261,71
	353.489,15

	 Sumber: Hasil Penghitungan Tim Makro Ekonomi Bali
	
	
	
	


Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut berupa total penerimaan/pendapatan yang direncanakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.
Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.
Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah dan kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, seperti untuk prioritas bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen). Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat serta merupakan prioritas belanja wajib yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan program prioritas kedua merupakan program prioritas dalam menunjang urusan pelayanan pemerintahan dari masing-masing SKPD di Provinsi Bali. Program prioritas kedua ini sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas utama.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. 

Besarnya rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Bali Tahun 2014-2018 untuk pembangunan Prioritas I, II dan III disajikan pada Tabel 3.17.
        Tabel 3.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Provinsi Bali Tahun 2014-2018

	No.
	Jenis Dana
	Proyeksi Anggaran (Rp x juta)

	
	
	Tahun 2014
	Tahun 2015
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018

	1
	Prioritas I
	3.107.270.86

	4.233.903,98

	5.178.807,91

	5.461.159,55

	5.339.040,76


	2
	Prioritas II
	234.706,64

	  345.174,33 


	327.127,08

	356.679,71

	  391.569,08 



	3
	Prioritas III
	1.227.892,05
	528.441,36
	204.400,13
	521.861,44
	1.303.083,02

	
	Total
	4.569.869,55
	5.107.519,67
	5.710.335,12
	6.339.700,70
	7.033.692,86


 Sumber: Hasil Penghitungan Tim Makro Ekonomi Bali
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